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BUPATI HALMAHERA BARAT,

a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan pada
Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta kepada
PejabatlPegarnai yang sedang melaksanakan tugas perjalanan
Dinas ke Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk pegar,r,ai
Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai pengelola lVless
Daerah dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap
rylampr-r. da-n memiliki kompetensi d-ala-m pela-ksa-naan ti-r-gas
pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Halrnahera
Barat di Jakarta;

c. bahina berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Pengelola Mess Daerah Katrupaten Haimahera
Barat di .iakarta Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun lgST tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipii
Negara;

5. Undang-Uneiang Nomor' 23 Tahun 2Oi4 tentang Feineriniahan
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun '2022 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun '2}lg tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurr 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2421 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah;

l0.Peraturan Daerah KaLrupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2424 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2Q24;
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ll.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perufrahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Harmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2A76 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah;

l2.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Penjabaran APtsD Tahun Anggaran 2O24;

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan rian Keuangan Set<ia
Kab.Halmahera Barat Nomor : Bal /212 /20,24 perihal
Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat
di Jakarta, dengan susunan Pengelola Mess sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
operasionalisasinSza berkoordinasi dengan Kepala Bagian
Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. HaLmahera
Barat dan Ketua Pengelola Mess Perwakilan penghubung
Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepaia Bagian
Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.
Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
meiaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran
disesuaikan dengan kemarnpuan daerah.
Tugas dan tanggung jar.vab Pengelola Mess sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
a. Meiaksanakan tugas koordinasi <iengan pemerintah pusat

terhadap ha1-hal yang diberikan Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Mess
secara rutinitas.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal :l Januari

BUPATI BARAT,

T ernbu.s an disampaikan Kepada
1. Menteri Da-lam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kabag Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
6. Katrag Pemerintahaa Setda Kab. Halmahera Ba:"at di jarlolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

: Jailolo
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KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : Ji 4/KP|S/rl2a24
TANGGAL : e JANU ARI 20'24

DAFTAR i{AMA-i{AiyiA PEi\GELOLA MESS DAtrRA}i
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA TAHUN 2024

BUPATI BARAT,

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM BESARNYA
HONORARIUM

1.

'2.

3.

A'f.

5.

6.

7.

a

9.

10.

11.

L2.

SAHLAN MUSSY

TAUFIK

ilviAi{ SlJKiRi{O

NIA KURI\IASIH

JA]NUDIN

MUDAFIR HABSYI

SATRIA HUSEIN

DWI PREDYANSA PUTRA

ADHI KANDORA

RINTO

JUFRI SARWIYANTO

AKNOSIUS DATANG

Kepala Pengelola Mess

Pembantu Pengeloia Mess

Pembantu Pengeioia Mess

Pembantu Pengelola Mess

Pembantu Pengelola Mess
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